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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Menimbang

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa T\rnjangan Aparat Pengawasan Intem

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telal ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun

2013 tentang Tunjangan Aparat Pengawasan Intem

Pemerintah (APIP) Kabupaten Musi Rawas;

bahwa sehubungan adanya perubahan pada indikator

dan tolok ukur serta besaran tunjangan Aparat

Pengawasan Intem Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas, maka perlu diadakan perbaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimalsud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2O13

tentang T\rnjangan Aparat Pengawasan Intem

Pemerintah (APIP) Kabupaten Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembarart

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat
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2.

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lrembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negera (I,€mbaran Negera Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (I,€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan

Lembara! Negara Republik Indonesia Nomor 5478);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedomal Pembinaan dan Pengaryasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturar Pemerintah Nomor 60 Tahun 20O8 tentanrg

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 127,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

5.

6.

7.



8.

10.

11_

9.

-3-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);

Pcraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor Per /22O /M.PAN /7 /2OOa tentang

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor Perl 15/M.PAN/9/2OO9 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daera-h dan Angka Kreditnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja kmbaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8

Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapakali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor

3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tat€.

Kerja kmbaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013

Nomor 5);

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2014

tentang Penjabaran T\rgas Pokok dal Fungsi

Inspektoiat Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 191 ).
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 32 TAHUN

2013 TENTANG TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERTNTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2013

tentang Tunjangan Aparat Pengawasan Intem Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 314) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasa.l 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten ada-lah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP

adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

4. Pengawas adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pengawasan atas

Penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan

keualgan sesuai dengan peraturan perundang-undargan, yang diduduki

oleh Pegawai Negeri Sipil.

5. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggungiawab, dan wewenang untuk melakukan pengawaaan intem pada

instansi pemerintah lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undalgan, yang

diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diborikan

secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud

pada Pasal 2 adeJah Sertifikasi Jabat€n Auditor/Pengawas, Output Hasil

Pengawasan, Tanggungjawab dan Peran Manajerial dalam Penugasan

Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besarnya Tlnjangan APIP Kabupaten Musi Rawas maksimum yang dibayar

adalah sebagai berikut :

No. .IabatErr
Besaran/ Bulan

(Rp)

(1) (2) (3)

1. Inspektur 15.500.OOO,OO

2. Inspektur Pembantu/ Sekretaris 9.500.o00,oo

Kepala Sub Bagian 7.500.o00,oo

4. Auditor Utama 9.000.000,oo

5. Auditor Madya/ Pengawas Madya 7.OOO.O00,00

6. Auditor Muda/ Pengawas Muda 5.500.ooo,o0

7. Auditor Pertama/ Penyelia/ Pengawas Pertama 3.500.ooo,00

8. Auditor Terampil 3.000.ooo,oo

9. Bendahara Pengeluaran 3.500.000,oo

10. Pengelola

SDM / BMD/ Perencanaan/Pelaporan/Akuntansi

3.000.o00,00

11. Pengadministrasi Umum L€Jnnya 2.500.ooo,oo



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada targgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarr pengundangal Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Diunda-ngkan di Lubuklinggau
pada tanSgal, 3 {€kva.i 2016

UPATEN MUSI RAWAS TAHUN 20T6 NOMOR..7..

di Lubuklinggau
7 Wtai 2O1b


